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KATA PENGANTAR

Puiji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ridho-Nya kami
dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP)
Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas seluruh kinerja
Pengadilan Agama Sampit pada tahun 2019, yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban
kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019 beserta uraiannya yang meliputi
kegiatan Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk
menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat
diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019 untuk
Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok
dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan
Agama Sampit Tahun 2019.

LKjIP tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja
pada masa yang akan datang. Demi peningkatan kualitas penyusunan LKjIP di tahun
mendatang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami ditahun yang akan datang
dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama,

serta berguna bagi semua pihak terkait.
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IKHTISAR
EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung R, akuntabilitas merupakan
salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen peradilan.
Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas peradilan kepada masyarakat tetapi juga
akuntabilitas kepada Mahkamah Agung sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan
Agama menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) sebagai bentuk aplikasi dari
penyelenggaraanperadilan yang transparan dan akuntabel.

LKjIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada
tahun 2019, yang diformulasikan dari hasil kinerja satuan kerja. Hal ini dikarenakan setiap satuan
kerja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta
mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
(stake holder).

LK|IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis
untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap
satuan kerja dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek
penyelenggaraan peradilan yang baik dan meningkatkan kuantitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan program kegiatan Pengadilan Agama Sampit tahun 2019 dilaksanakan
dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penetapan Kinerja tersebut, memuat
sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam
pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program
dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Penetapan Kinerja Tahun 2019, disusun
berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian
Pengunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019.

LKjIP Pengadilan Agama Sampit tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor : 29 tahun 2014, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program

kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga
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mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar
sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah, pembinaan hukum agama, pemberian akta cerai dan
salinan putusan/penetapan. Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta
diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan.

Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan
pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaiaan.

Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan
memadai sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan
barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor.

Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya
adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA beserta
administrasi keuangannya.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan
terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki
dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan professional pada semua

level jabatan, terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.
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BAB I
PENDAHULUAN

— _—

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam
Undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam
menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah
salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting
dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia
Yang Agung. Sebagai salah satu bagian dari Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan
hukum, Pengadilan Agama Sampit tidak dapat terlepas dari birokrasi yang bertugas mengelola
pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik,
baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu
keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur
peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah

Agung, khususnya Pengadilan Agama Sampit dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik

(good governance).

LKJIP PA Sampit Tahun 2019




Terwujudnya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.
Maka dari itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bersih serta
bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut
sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-
Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa
asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan
asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut,
dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban
dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga
pengawasan dan penilai akuntabilitas, kemudian disampaikan kepada Presiden selaku Kepala
Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang
bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintah negara yang juga menggunakan
dana APBN, Pengadilan Agama Sampit dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya kepada publik. Baik mengenai tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi
harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama

Sampit mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Sampit sebagai salah satu Badan Peradilan Negara yang
menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok: menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan
ekonomi syari'ah sebagaimana tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama.
Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Sampit terdiri dari :

1. Perkawinan
= |zin nikah
= Hadhanah
= Wali adhal
= Cerai talak
= |tsbat nikah
= (Cerai gugat
= |zin poligami
= Hak bekas istri
= Harta bersama
= Asal-usul anak
= Dispensasi nikah
= Pembatalan nikah
= Penguasaan anak
= Pengesahan anak
= Pencegahan nikah
= Nafkah anak oleh ibu
= Ganti rugi terhadap wali
= Penolakan kawin campur
= Pencabutan kekuasaan wali
= Pencabutan kekuasaan orang tua
= Penunjukan orang lain sebagai wali

2. Ekonomi Syari’ah
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= Bank syari'ah
= Bisnis syari'ah
= Asuransi syari'ah
= Sekuritas syari'ah
= Pegadaian syari'ah
= Reasuransi syari'ah
= Reksadana syari'ah
= Pembiayaan syari’ah
= |embaga keuangan mikro syari'ah
= Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
= Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
3. Waris
=  Gugat waris
= Penetapan ahli waris
4.Infaq
5.Hibah
6.Wakaf
7.Wasiat
8.Zakat
9.Shadagah, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Sampit mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh/Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah
laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -
Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap
pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim

Pengawas Bidang;
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C.

Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada
jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun
administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan
kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum
kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan
Bidang Umum);

Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur

dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain
sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor:
KMA/004/SK/11/1991.

STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sampit berdasarkan

Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari:

1.
2.
3.

Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan;
Hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman;
Kepaniteraan, yang dipimpin oleh Panitera sebagai pelaksana administrasi perkara, dan
dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
a. 3 (tiga) orang Panitera Muda, yaitu:

- Panitera Muda Permohonan;

- Panitera Muda Gugatan;

- Panitera Muda Hukum
b. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu : Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.
Kesekretariatan, yang dipimpin oleh Sekretaris dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh
3 (tiga) orang Kepala Subbagian, yaitu:

a. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
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b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan;
c. Kepala Subbagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Sampit sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 15 orang ditambah 6 orang PPNPN total keseluruhan 21
orang, terdiri dari:

1. Ketua 1 orang;

Wakil Ketua 1 orang;
Hakim 2 orang;

Panitera 1 orang;

Panitera Muda 2 orang;
Panitera Pengganti 1 orang;
Sekretaris 1 orang;
Kasubbag 3 orang;
CPNS/Cakim 2 orang;

10. Staf Pelaksana 1 orang;

© © N oo g B~ w DD

11.PPNPN, terdiri dari: Satpam 2 orang, Cleaning Service 2 orang, Sopir 1 orang, Pramubhakti
1 orang.

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Sampit saat ini masih jauh dari
ideal. Sebagaimana diatur dalam buku | Mahkamah Agung RI tentang Administrasi
Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi
Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,
Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas,
Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah
Mahkamah Agung Rl dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas I
terdiri :

1. Maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 12 orang Hakim termasuk Wakil Ketua;

2. Seorang Panitera, Sekretaris, seorang Wakil Panitera, 3 Sub Kepaniteraan yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti.

4. 3 (tiga) orang Jurusita dan maksimal 6 orang Jurusita Pengganti.

5. 6 orang pegawai pada unit/urusan perkara;
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STRUKTUR ORGANISASE
PENGADILAN AGAMA SAMPIT KELAS II

JANITA RAHMA DIYANL, SHI

NIP. 198410132009042009

LINDA ARIANTL, SPi
NIP. 198206052014022002

KETUA
NORHADL $.HI
HAKIM | NIP.19770402.200502.1.002
T WAKIL KETUA g
‘ ‘ NIP. 19840424.200904.1.007 Dr. MUHAMMAD KASTALANI,
SHI,MHI
AHMAD MUHTAR, SHL N NIP. 19831018.200704.1.001 -
NIP. 19811212.200912.1.004
PANITERA SEKRETARIS
FRISLYASL S.HI ) ISNANIYAH, §.Ag.
NIP. 19701205.199401.2.001 | NIP. 197510202000122001
| PANMUD ! l
5 NMI KA SUBBAG PERENCANAAN, TI KA SUBBAG KEPEGAWAIAN | KA SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
PANMUD GUGATAN PERMOHONAN PA D HUKUM TG PERINCANA RAGKERGY ) ]
PAHRUDDIN, 5&“ DWIPURWATININGSIH, SH. UMI WATINT, AMd. ] RAUDAH, SH
NIP. 196810131993031003 S LB NIP. 198304212009042007
NIP.198701072009122005 i
QERAS AN !
KELOMPOK. JABATAN FUNGSIONAL STAF
(orc e | e -Lﬁ
—— GARISTANGGUNGJAWAB HUSAINI, SHI. .
NIP. 19720224.200604.1.005
R

6. Ketatausahaan terdiri dari 26 orang termasuk 6 Juru ketik, 5 sopir, 5 pesuruh, 3 penjaga

malam dan 2 orang tukang kebun.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas Il idealnya sebanyak 79 Orang.

Dari uraian tersebut diatas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sampit Kelas Il dapat

digambarkan sebagai berikut:

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai
capaian kinerja Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019. Capaian kinerja (performance

results) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance

agreement) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya

sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama

Sampit Tahun 2019, sebagai berikut :
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BAB | - Pendahuluan, menguraikan penjelasan umum organisasi mengenai latar belakang;
Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sampit; dan Struktur Organisasi.

BAB Il —Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja,mengenai
Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Program Utama dan
Kegiatan Pokok; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sampit; Rencana
Kinerja Pengadilan Agama Sampit; dan Penetapan Kinerja.

BAB Il - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menguraikan mengenai Realisasi Indikator
Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019; dan Analisis
Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Agama Sampit.

BAB IV - Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019, Saran dan rekomendasi yang diperlukan

untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang
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PERENCANAAN
KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

encana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Agama Sampit

untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 dan bersifat indikatif.
Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menteri
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana  Strategis
Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Sampit telah
mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian
juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Sampit yang mencakup visi, misi,
tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam bab ||
ini, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2019 diuraikan dalam Rencana
Kinerja Tahunan 2019.

Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP) menempatkan,
perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan
potensi, kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama Sampit pada tahun
anggaran 2019 telah menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran strategis,
yang mengacu pada Rencana Strategis 2015 — 2019 sebagai proses yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

organisasi.
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Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan kebijakan untuk
mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai

implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sampit Tahun 2015 - 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sampit diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung Rl yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)
2005 — 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

visI merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sampit, Visi Pengadilan Agama Sampit yaitu

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi
yang telah ditetapkan agar tuujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Agama Sampit, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Sampit;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkaan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sampit.
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2.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi
dan misi Pengadilan Agama Sampit. Tujuan yang akan dicapai Pengadilan Agama Sampit
adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan
teknologi informasi;
Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan;
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan;

N o o~ ow

Terwujudnya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun
2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Sampit adalah sebagai
berikut:
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;

2
3
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5
6. Meningkatnya kualitas Pengawasan;

7

Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan

tugas sehari-hari;

PROGRAM UTAMA DAN DAN KEGIATAN POKOK

Empat Sasaran Strategis tersebut di atas merupakan arahan bagi
PengadilanAgama Sampit untuk mewujudkan visi dan misi yangtelah ditetapkan
dan membuat rincian Program dan Kegiatan. Program Pokok yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :
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1)

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya Proses Peradilan

yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan serta Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan;

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan oleh PengadilanAgama Sampit dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

a. Penyelesaian sisa perkara perdata agama;

b. Peningkatan penyelesaian perkara perdata agama tepat waktu;

c. Peningkatan kepuasan para pihak terhadap layananpengadilan tingkat
pertama;

d. Upaya mengurangi jumlah perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali;

e. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;

f. Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak tepat waktu;

g. Menyelesaikan perkara yang dilakukan melalui Mediasi;

h. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu;

i. Mengupload putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
(Ekonomi Syari’ah) yang dapat diakses secara online dalama waktu 1 hari
setelah putus;

j. Menyelesaikan Perkara Prodeo;

k. Menyelesaikan Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan;

I.  Melayani Pencari Keadilan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum);

m. Menyelesaikan Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum;

n. Menyelesaikan Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)
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3)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia dan Meningkatkan Kualitas Pengawasan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
dalam program ini adalah :

a. Mengikutkan pegawai Teknis dan Non Teknis dalam Diklat;

b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk;

c. Menindaklanjuti Hasil Temuan Pemeriksaan Internal maupun Eksternal.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai Sasaran Strategis dalam Meningkatkan Penyediaan Sarana dan
Prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di
lingkungan Pengadilan Agama Sampit yang terdiri dari:

a. Pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;

b. Pengadaan peralatan Fasilitas Perkantoran;

c. Renovasi gedung Kantor Pengadilan Agama Sampit;

d. Pengadaan Rumah Dinas;

o

Pengadaan Kendaraan Bermotor;

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
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Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019

PENANGGUNG | SUMBER
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN JAWAB DATA
1. Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata Panitera Laporan
Peradilan yang Pasti, Agama yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang diselesaikan . Bulanan
Transparan dan Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang Harus diselesaikan x100% dan
Akuntabel. Laporan
Catatan: Tahunan
e Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun
sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus
diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang
diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) Peradilan,
2. Persentase perkara yang diselesaikan Panitera Laporan
tepat waktu Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu Xx100% Bulanan
Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan dan
Laporan
Catatan: Tahunan
¢ Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah
jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama
dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
3. Persentase perkara yang Tidak Panitera Laporan
Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Dipitus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding x100% Bulanan
Jumlah Perkara Diputus dan
Laporan
Catatan: Tahunan
o Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding.
Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada
indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
4. Persentase perkara yang Tidak Panitera Laporan
Mengaijukan Upaya Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi x100% Bulanan
Jumlah Perkara Yang Diputus pada tahun berjalan dan
Laporan
Catatan: Tahunan

e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam
jangka waktu tahunan.
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5. Persentase perkara yang Tidak Panitera Laporan
Mengajukan Upaya Hukum Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum x100% Bulanan
Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali dan
Jumlah Perkara Yang Diputus pada tahun berjalan Laporan
Tahunan
Catatan:
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum
peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data
pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.
6. Index Kepuasan Pencari Keadilan Panitera Laporan
Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan ¥100% Semestera
Peradilan ndan
Jumlah Responden Pencari Keadilan Laporan
Tahunan
Catatan:
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peningkatan Efektivitas | Persentase Salinan Putusan Perkara Panitera Laporan
Pengelolaan Perdata yang dikirim kepada Para Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada % 100% Bulanan
Penyelesaian Perkara | Pihak tepat waktu Para pihak tepat waktu dan
Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Laporan
Catatan:
e Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah agung No. 01 Tahun 2011 Tahunan
tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
8. Persentase Perkara yang Panitera Laporan
Diselesaikan melalui Mediasi Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Bulanan
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi dan
Laporan
Catatan: Tahunan
Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
9. Persentase berkas perkara yang Panitera Laporan
dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara x100% Bulanan
yang Diajukan Secara Lengkap dan Lengkap dan Tepat Waktu dan
Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Laporan
Tahunan
Catatan:
[ ]
10. Persentase Putusan Perkara yang Panitera Laporan
Menarik Perhatian Masyarakat yang Jumlah putusan perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat x100% Bulanan
Dapat Diakses Secara Online dalam Diakses Secara Online dalam waktu 1 Hari setelah Putus dan

Jumlah putusan perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
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Waktu 1 Hari Setelah Putus Laporan
Tahunan
11. | Meningkatnya Akses Persentase perkara prodeo yang Dirjen Badilag Laporan
Peradilan bagi diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan x100% Dan Panitera Bulanan
Masyarakat Miskin dan Jumlah Perkara Prodeo dan
Terpinggirkan Laporan
Catatan: Tahunan
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu
di Pengadilan
12. Persentase perkara yang diselesaikan Dirjen Badilag Laporan
di luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung  x100% Dan Panitera Bulanan
Jumlah Perkara Yang Diterima dan
Laporan
Catatan: Tahunan
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu
di Pengadilan
13. Persentase ~ Pencari  Keadilan Panitera Laporan
GolonganTertentu yang Mendapat Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Bulanan
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x100% dan
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Tahunan
Catatan:
[ ]
14. Persentase perkara Permohonan Ketua Laporan
(Voluntair) Identitas Hukum Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan %100% Pengadilan Bulanan
Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang diajukan dan
Laporan
Catatan: Tahunan
L
15. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata Panitera Laporan
Kepatuhan Terhadap Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) «100% Bulanan
Putusan Pengadilan Juml_ah Putusan Perkara_gerdata yang st_Jdah BH'I_' ° dan
dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) Laporan
Tahunan
Catatan:

o adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara
BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara
yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang
ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan
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C. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

encana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Sampit memuat

angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan
menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu
dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan
tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement)
atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2019

Terwujudnya Proses Peradilan yang Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang 100%
Pasti, Transparan dan Akuntabel. diselesaikan

Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan 100%

Tepat Waktu

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 50%

Hukum Banding

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 50%

Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 50%

Hukum Peninjauan Kembali

Index Kepuasan Pencari Keadilan 100%
Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan ~ Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 100%
Penyelesaian Perkara dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 25%

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, 100%

Kasasi, dan PK yang diajukanSecara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian 100%

Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 hari Setelah Putus

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung 100%
Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100%
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas 100%
Hukum
Meningkatnya  Kepatuhan  Terhadap Persentase Putusan Perkara Perdata  Yang 100%
Putusan Pengadilan Ditindaklanijuti (dieksekusi)
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D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

erencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian kinerja,

adapun yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target Kkinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
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PERNYATAAN PERJAN]JIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2019°

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norhadi, S.H.IL.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sampit

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 02 Januari 2019

J JSarif Usman, S.H., M.H. afhadi, S.HL
NEP-19541222.198203.1.001 “N1P. 19770402.200502.1.002
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Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Sampit tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Terwujudnya Proses Peradilan yang Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang 100%
Pasti, Transparan dan Akuntabel. diselesaikan

Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan 100%

Tepat Waktu

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 50%

Hukum Banding

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 50%

Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 50%

Hukum Peninjauan Kembali

Index Kepuasan Pencari Keadilan 100%
Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan  Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang 100%
Penyelesaian Perkara dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 25%

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, 100%

Kasasi, dan PK yang diajukanSecara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian 100%

Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 hari Setelah Putus

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung 100%
Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100%
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas 100%
Hukum
Meningkatnya  Kepatuhan  Terhadap Persentase  Putusan  Perkara Perdata  Yang 100%
Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Kegiatan Anggaran
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp. 3.567.375.000,00
Keuangan Badan Urusan Administrasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Rp. 52.000.000,00.
Lingkungan Mahkamah Agung
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 103.000.000,00
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

alam capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh
karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sampit
tahun 2019 dilakukan analis capaian kinerja dengan cara:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sampit dapat
diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

: n " A Target Realisasi Capaian
No | Uraian/Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2019 2019 2019%
1. | Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase Sisa Perkara Perdata 100% 99,37% 99%
yang Pasti, Transparan dan | Agama yang diselesaikan
Akuntabel.
2. Persentase Perkara Perdata Agama 100% 100,00% 100,00%
yang diselesaikan Tepat Waktu
3. Persentase perkara yang Tidak 50% 99,35% 198,00%
Mengajukan Upaya HukumBanding
4. Persentase perkara yang Tidak 50% 99,72% 198,00%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase perkara yang Tidak 50% 100,00% 200,00%
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
6. Index Kepuasan Pencari Keadilan 100% 86,00% 86,00%
7. | Terwujudnya Efektivitas | Persentase Salinan Putusan yang 100% 12,75 % 12,00 %
Pengelolaan Penyelesaian | diterima oleh para pihak tepat waktu
Perkara
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8. Persentase Perkara yang 25% 4,96% 16,00%
Diselesaikan melalui Mediasi

9. Persentase Berkas Perkara yang 100% 66,67% 66,00%
Dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

10. Persentase Putusan Perkara yang 100% 75,76% 75,00%
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari SetelahPutus

11. | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara Prodeo yang 100% 100% 100%
bagi Masyarakat Miskin dan | Diselesaikan
Terpinggirkan
12. Persentase Perkara yang 100% 100% 100%
Diselesaikan di luar  Gedung
Pengadilan
13. Persentase  Pencari  Keadilan 100% 100% 100%
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
14. Persentase Perkara Permohonan 100% 52,03% 52,00%
(Voluntair) Identitas Hukum
15. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase ~ Putusan  Perkara 100% 0% 0%
terhadap Putusan Pengadilan Perdata ~ Yang  Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Sampit dapat dianalisa sebagai berikut :

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Sampit telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang
akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima
belas) indikator kinerja. Pengukuran Kinerja tersebut mengacu pada indikator kinerja utama
untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan. Pengadilan Agama Sampit pada Tahun 2019
telah melaksanakanseluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga apapun hasil
atascapaian kinerja tersebut akan disesuaikan kembalidengan sasaran yang telah ditetapkan
sebagaimana berikut dibawah ini :

Kinerja Utama 1:

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. | Terwujudnya Proses Peradilan a. Persentase  Sisa  Perkara 100% 99,37% 99%
yang Pasti, Transparan dan Perdata Agama yang
Akuntabel. diselesaikan

b. Persentase Perkara Perdata 100% 100,00% 100,00%
Agama yang diselesaikan Tepat

Waktu

c. Persentase Perkara Yang Tidak 50% 99,35% 198,00%
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

d. Persentase Perkara Yang Tidak 50% 99,72% 198,00%
Mengajukan  Upaya Hukum
Kasasi
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1.

e. Persentase Perkara Yang Tidak 50% 100,00% 200,00%
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

f. Index  responden  pencari 100% 86,00% 86,00%
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator (a) : Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase sisa Perkara Perdata Agama tahun lalu (2018)
yangdiselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisaperkara
gugatan/permohonan sebanyak 160 perkara, yang dapat diselesaikan pada tahun 2019
sebanyak 159 perkara, jadi hanya sisa 1 yang belum dapat diselesaikan sampai dengan
akhir tahun 2019, karena perkara Gugatan Harta Bersama. Jadi realisasi mencapai 99,37%
dan capaian 99%.

Sedangkan pada tahun 2018, persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan
adalah 100%, dengan jumlah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 146 perkara dan semuanya
dapat diselesaikan pada tahun 2018.

Indikator (b) : Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu.
Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepatwaktu yang
kurang dari 5 bulan adalah perbandingan antara perkara yang diterimaditambah dengan sisa
tahun lalu sebanyak 1074 perkara, dan semuanya dapat selesai dengan tepat waktu atau
realisasi dan capaian 100%.

Indikator (c) : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding yaituperbandingan
Jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya Hukum banding dengan jumlah
perkara yang diputus.

Pengadilan Agama Sampit pada tahun 2019 memutus perkara sebanyak 1074 perkara, dan
yang mengajukan upaya hukum Banding sejumlah 6 perkara sehingga yang tidak

mengajukan upaya hukum banding sejumlah 1068 perkara.

Tahun Perkara Yang Perkara Perkara Target Realisasi Capaian
Diputus Yang Yang Tidak

Mengajukan  Bengajukan
Banding Banding

2019 1074 6 1068 50%

99,35% 198,00%

LKJIP PA Sampit Tahun 2019



Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit cukupberalasan dapat
diukur dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum Banding mencapai
99,35 % melebihi dari target yang direncanakan50% dengan capaian 198 %.

Sedangkan pada tahun 2018, Pengadilan Agama Sampit memutus perkara sebanyak 1.079
perkara, dan yang mengajukan upaya hukum banding sejumlah 4 perkara sehingga yang
tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 1.075 perkara. Dengan realisasi 49,86%
dan capaian 99,72%

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sampit pada tahun 2018dan
tahun 2019 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum banding
lebih sedikit, secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin
puas atas putusan pengadilan.

Indikator (d) : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Pengadilan Agama Sampit pada tahun 2019 memutus perkara sebanyak 1074 perkara, dan
yang mengajukan upaya hukum Kasasisejumlah 3 perkara sehingga yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi sejumlah 1071 perkara. Dengan realisasi mencapai 99,72 % melebihi
dari target yang direncanakan 50% dengan capaian 198 %.

Indikator (e) : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali

Pengadilan Agama Sampit pada tahun 2019 memutus perkara sebanyak 1074 perkara, dan
tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Dengan demikian realisasi
mencapai 100,00 % melebihi dari target yang direncanakan 50% dengan capaian 200%.
Indikator (f) : IndexKepuasan Pencari Keadilan.

Untuk indexKepuasan Pencari Keadilan yang puas terhadap layananPeradilan berdasarkan
hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 dengan 100 orang responden adalah
86%), sehingga realisasinya belum mencapai target yang direncanakan sebesar 100 %.
Pengukuran terhadap indikator persentase index responden pencarikeadilan yang puas
terhadap PengadilanAgama Sampit tahun 2019 dengan cara melakukan survei.Survei ini
dilakukan pada saat meminta informasi.Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan
responden pengadilan tingkat pertama yang puasterhadap layanan pengadilan ditargetkan
100%.Dalam mengukur capaiandan realisasi tersebut Pengadilan Agama Sampit

telahmelakukan penyebaran quisioner kepada para pihak.
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Kinerja Utama 2:

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2. Peningkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Putusan 100% 12,75 % 12,00 %
Pengelolaan Penyelesaian Perkara yang dikirim kepada
Perkara para pihak tepat waktu
b. Persentase  Perkara  yang 25% 4,96% 16,00%
Diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase Berkas Perkara 100% 66,67% 66,00%

yang Dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK yang Diajukan

Secara Lengkap dan Tepat

Waktu

d. Persentase Putusan Perkara 100% 0,00% 0,00%

yang Menarik Perhatian

Masyarakat yang Dapat Diakses

Secara Online dalam Waktu 1

Hari Setelah Putus

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator (a) : Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepatwaktu.
Persentase capaian dari target perkara yang sudah diputus dan diterima parapihak sebesar
12,75 %.

Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 4,96 % daritarget
25% artinya hanya 116 perkara yang berhasil dimediasi dari perkara yangdimediasi 121
perkara.

Pada tahun 2018 perkara yang diselesaikan melalui mediasi sejumlah 111, dan yang
berhasil proses Mediasinya ada 74 perkara.Dengan realisasi 1,57% dan capaian 6,28%.
Dari uraian tersebut diatas pelayanan mediasi dari tahun 2018 sampai tahun 2019
mengalami kenaikan,namun belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian untuk bisa melaksanakan pelayanan yang baik dalam mediasi diperlukan
langkah langkah : mengikut sertakan Hakim Mediator dalam Diklat Mediator.

Indikator (c) : Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan tepatwaktu.

Target perkiraan yang ditetapkan 100% dan realisasi 66,67 % artinya semua berkasyang
diajukan Banding, Kasasi dan PK sebanyak 6 perkara Banding dan 3 perkara yang diajukan

Kasasi ada yang tidak lengkap dan tidak tepat waktu, dengancapaian sebesar 66%.
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Sedangkan pada tahun 2018 yang mengajukan upaya hukum banding 3 perkara, kasasi
hanya1 perkara, dan semuanya telah diajukan berkas perkaranya secara lengkap dan tepat
waktu. Dengan realisasi 100% dan capaian 100%.

Indikator (d) : Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang
Dapat Diakses Secara Online dalamwaktu 1 hari Setelah Putus.

Target yang ditetapkan semula sebesar 100% dan realisasinya 0% karena belum ada
perkara ekonomi syariah yang masuk dan mendaftar diPengadilan Agama Sampit tahun
2019.

Pada tahun 2018 juga sama realisasi dan capaian 0%, karena tidak ada perkara ekonomi
syari'ah yang diterima.

Kinerja Utama 3:

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
3.  Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo 100% 100% 100%
Peradilan bagi Masyarakat yang Diselesaikan
Miskin dan Terpinggirkan b. Persentase  Perkara  yang 100% 100% 100%
Diselesaikan di Iluar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan 100% 100% 100%

Golongan  Tertentu  yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
d. Persentase Perkara 100% 52,03% 52,00%
Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Indikator (a) : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sampit menerima perkara Prodeo sebanyak 6 perkara,
dan semuanya dapat diselesaikan, dengan demikian dapat mencapai target yang telah
ditetapkan yaitu 100%, realisasinya 100% dengan capaian sebesar 100% juga.
Sedangkan pada tahun 2018ada 4 perkara prodeo yang ditangani di Pengadilan Agama
Sampit, dan semuanya dapat diselesaikan. Realisasi dan capaian 100%.
Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sampit telah melaksanakan kegiatan Sidang Di Luar
Gedung sebanyak 16 kali, dengan jumlah perkara sebanyak 68, dan semuanya dapat
diselesaikan atau diputus. Dengan demikian mencapai target yang telah ditetapkan 100 %,

dan realisasi 100 %.
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Sedangkan pada tahun 2018telah melaksanakan sidang di luar gedung dengan perkara
yang diterima sejumlah 148, dan yang dapat diselesaikan sejumlah 136 perkara, dengan
demikian yang belum diselesaikan sejumlah 12 perkara. Dengan demikian realisasi 91,89%
dan capaian 91,89%.

Berdasarkan data tersebut, maka persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung
Pengadilan mengalami peningkatan.

Indikator (c) : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yangmendapat layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Perkara yang mendapat layanan Pos bantuan hukum golongan tertentu sesuaidana DIPA
2019 dengan target 100%,jumlah orang yang dilayani Posbakum berjumlah 729 orang, dan
semuanya telah dilayani dengan baik, dengan demikian realisasi dan capaiannya mencapai
100 %.

Pada tahun 2018 jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan
Bantuan Hukum380 orang dan semuanya telah dilayani.Dengan demikian realisasi dan
capaian 100%.

Berdasarkan hal tersebut baik realisasi maupun capaian kinerja pelayanan Posbakum di
Pengadilan Agama Sampit berhasil dengan baik. Adanya kerjasama yang baik antara
Pengadilan Agama Sampit dengan Lembaga bantuan Hukum dalam hal pembuatan jasa
gugatan dan konsultasi hukum, yang dilayani oleh 1 lembaga bantuan Hukum yaitu dari
Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Sekolah Tinggi lImu Hukum (STIH)
Habaring Hurung Sampit, serta adanya evaluasi secara berkala yang hasilnya sangat
meringankan beban pencari keadilan khususnya yang kurang mampu.

Indikator (d) : Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sampit telah menerima Perkara Permohonan
(Voluntair) sebanyak 296 perkara, dan dapat diputus sebanyak 154 perkara. Target yang
telah ditetapkan 100%, dan realisasi 52,03 % capaian 52,00%, artinya Target Perkarayang
telah ditetapkan belum tercapai.

Sedangkan pada tahun 2018 Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang
diselesaikan sejumlah 185, dan jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan
192 orang dengan realisasi dan capaian sama 96,35%.

Berdasarkan data diatas, maka persentasenya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
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Kinerja Utama 4:

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
4.. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara  100% 0% 0%
Kepatuhan terhadap Perdata Yang Ditindaklanjuti
Putusan Pengadilan (dieksekusi)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(dieksekusi)

Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Persentase capaiankegiatan ini
target 100%, realisasi dan capaian 0% karena pada tahun 2019 tidak adapermohonan
eksekusi.

Pada tahun 2018 Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) juga tidak ada,

dengan demikian realisasi dan capaian )%.

C. REALISASI ANGGARAN
1. Pengelolaan Keuangan APBN

Satker Pengadilan Agama Sampit pada Tahun Anggaran 2019 telah menerima 2
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).

DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.402474/2019
tanggal 05 Desember 2018 (01) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor : SP DIPA-005.04.2.402475/2019 tanggal 05 Desember 2018 (04), terdiri dari 3

(tiga) program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tabel 5. Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2019

No. Jenis Belanja Pagu (Rp) Pagu Revisi (Rp)
Belanja Pegawai 2.910.851.000 1.804.556.000

Belanja Barang 656.524.000 769.224.000

3.567.375.000 2.573.780.000

Adapun Jenis Belanja yang dikelola selama Tahun Anggaran 2019 meliputi

sebagai berikut :
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511111
511119
511121
511122
511123
511124

511125
511126

511129
511151

511157

- Belanja Pegawai

Tabel 6. Realisasi Belanja Pegawai

Uraian Jenis Belanja/Detil

Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Pembulatan PNS
Belanja Tunj. Suamillstri PNS
Belanja Tunj. Anak PNS
Belanja Tunj. Struktural PNS
Belanja  Tunj. Fungsional
PNS
Belanja Tunjangan PPh PNS
Belanja Tunjangan Beras
PNS

Belanja Uang Makan PNS
Belanja Tunjangan Umum
PNS
Belanja
Hakim

Tunj.Kemahalan

Pagu
Semula
1.030.386.000
21.000
83.852.000
26.332.000
20.410.000
1.147.770.000

171.986.000
71.629.000

205.920.000
22.945.000

129.600.000

Pagu Revisi

651.020.000
21.000
56.500.000
18.400.000
21.770.000
746.250.000

87.900.000
40.800.000

105.500.000
8.895.000

67.500.000

Realisasi

651.017.720
12.181
56.493.632
18.386.228
21.770.000
746.230.000

87.820.367
40.772.460

103.987.000
8.895.000

67.500.000

Persen

Sisa
Aggaran

2.280

8.819

6.368
13.772

0

20.000

79.633
27.540

1.513.000
0

0

Jumlah keseluruhan

2.910.851.000

1.804.556.000

1.802.478.588

1.671.412

2019, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Barang

Adapun realisasi anggaran pada belanja barang ini sampai bulan Desember

Tabel 7. Realisasi Belanja Barang

Uraian Jenis Belanja/Detil

Pagu

Pagu Revisi

Realisasi

Persen

Sisa

Semula Tase Anggaran
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 198.943.000 256.744.000 216.345.789 40.398.211
521114  Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 4.320.000 3.240.000 2.568.500 79.27 671.500
Surat
521115  Honor Operasional Satuan Kerja 47.520.000 39.720.000 39.720.000 100.00 0
521119  Belanja Barang Operasioanl Lainnya 21.600.000 21.200.000 14.920.000 70.38 6.280.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang 26.514.000 25.879.000 20.469.950 79.10 5.409.050
Konsumsi
522111 Belanja Langganan Listrik 72.000.000 94.900.000 83.168.654 87.64 11.731.346
522112  Belanja Langganan Telepon 3.000.000 1.200.000 713.180 59.43 486.820
522141  Belanja Sewa 0 24.000.0000 24.000.0000 100.00 0
523111  Belanja Pemeliharaan Gedung dan 121.021.000 158.150.000 142.548.000 90.13 15.602.000
Bangunan
523119  Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 5.841.000 5.256.000 3.600.000 68.49 1.656.000
dan Bangunan Lainnya
523121  Belanja Biaya Pemeliharaan 116.165.000 99.335.000 76.103.169 76.61 23.231.831
Peralatan dan Mesin
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.600.000 39.600.000 39.600.000 100,00 0
Jumlah 656.524.000 769.224.000 660.447.242 85.86 108.776.758
2.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Adapun realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah

sebagai berikut:
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Tabel 8. Realisasi Belanja Modal

No Akun Uraian Jenis Belanja/Detil Pagu Realisasi Persen Sisa
(Rp) tase Aggaran

(| 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Pengadaan Laptop 52.000.000 52.000.000 100,00

Jumlah keseluruhan 52.000.000 52.000.000 100,00 0

Tabel 9.Realisas Belanja DIPA 01
No. Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
II 2.625.780.000 2.521.356.830 96,02

3.  Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pada DIPA 04 ini jenis belanja yang dikelola hanya Belanja Barang saja,
dengan kegiatan yaitu: pembebasan biaya perkara (prodeo), pelaksanaan sidang di
luar gedung dan layanan pos bantuan hukum (posbakum), dengan dana yang sudah
terealisasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran pada tanggal 31 Desember
2019 sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi DIPA 04

Uraian Pagu Realisasi Persen Sisa
Jenis Belanja Revisi(Rp) tase Anggaran
521219 Belanja Barang Non 3.500.000 - 3.441.000 59.000|
Operasional Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Biasa 50.000.000 - 50.000.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 49.500.000 - 49.500.000

Jumlah keseluruhan 103.000.000 - 102.941.000 99.94 59.000

2. Pengelolaan Keuangan Perkara
Keuangan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Sampit dari para pihak yang
berperkara ditampung melalui Rekening BRI Cabang Sampit dengan Nomor Rekening:
016301001482306, selama tahun 2019 jumlah uang pihak ketiga yang diterima adalah sebesar
Rp. 1.055.677.000,-, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 11. Keadaan Keuangan Perkara

URAIAN JUMLAH

PENERIMAAN PENGELUARAN
Rp. 109.912.000

Saldo Awal Tahun 2019
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Penerimaan Rp.1.055.677.000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Rp. 51.150.000

Biaya Penggandaan/Pemberkasan Rp.  3.738.000
Biaya Panggilan Rp. 601.795.000
Biaya Penerjemah Rp. 0
Biaya Pemberitahuan Rp. 136.245.000
Biaya Sita Rp. 0
Biaya Pemeriksaan Setempat Rp.  6.850.000
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Biaya Sumpah Rp. 0
Biaya Pengiriman Rp.  2.400.000
Materai Rp.  6.456.000
PNBP Rp. 0
Biaya Pendaftaran Rp. 30.900.000
Redaksi Rp.  9.385.000
PNBP lain-lain Rp.  20.320.000
Pengembalian Sisa Panjar Rp. 205.096.000
Jumlah Rp. 1.165.589.000 Rp. 1.074.335.000
Saldo Akhir Rp. 91.254.000
Saldo Bank Rp. 0
Saldo Kas Tunai Rp. 91.254.000

1.

-
O

Tabel 12. Keadaan Keuangan Perkara Eksekusi

URAIAN JUMLAH

PENERIMAAN PENGELUARAN

Saldo Awal Tahun 2019 Rp. 0

Penerimaan Rp. 0
Materai Rp. 0
Jurusita Rp. 0
Lain-lain Rp. 0
Jumlah Rp. 0 Rp. 0

Saldo Akhir Rp. 0

3. Pengelolaan PNBP
Laporan Realisasi PNBP dilaksanakan setiap Bulan dan Triwulan oleh Bendahara
Penerimaan,dengan realisasi Penerimaan selama Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
Tabel 13. Realisasi PNBP

Uraian Jenis Jumlah Penerimaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Peradilan dan Pendapatan Lain-lain
425233  Pendapatan Ongkos Perkara Rp. 30.900.000,-
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n 425239  Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Rp. 44.240.100,-

Jumlah Rp. 75.140.100,-
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019 ini menyajikan berbagai
capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang
terdiri dari 15 (lima belas) indikator kinerja. Berbagai capaian strategis tersebut
tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja
berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja belum dapat memenuhi semua
target sebesar (100%). Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang mencapai
100% ada 5 (lima) indikator antara lain : Persentase perkara perdata agama yang
diselesaikan tepat waktu, Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat
waktu, Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali,
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan
dalam sidang di luar gedung dan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ada 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target, yaitu Persentase
perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 99,35%, Persentase perkara
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 99,72% dan Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebanyak 100%;

Ada 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi dengan target 25% realisasi
4,96%;

Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu
sebanyak 3 (tiga) indikator antara lain :

a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan 99,37%;

b. Index kepuasan pencari keadilan 86%;

c. Persentase berkas perkara yang dmohonkan banding, Kasasi, dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu 66,67%;
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6.

Ada 2 (dua) sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target 0%, yaitu : Persentase
Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah putus dan persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi), Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019 Pengadilan
Agama Sampit tidak ada menerima perkara Ekonomi Syari’ah dan tidak ada yang
mengajukan eksekusi.

Realisasi Anggaran DIPA 01 meliputi Belanja Pegawai 99,88%, Belanja Barang 76,61%,
Belanja Modal 100%, sedangkan DIPA 04 terealisasi sebesar 99,94%.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Adapun untuk memperbaiki capaian indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100%

atau sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2019 akan diperbaiki dengan cara

sebagai berikut :

1.

Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan

Pengadilan;
Meningkatkan pelayanan publik;

Mengoptimalkan realisasi anggaran DIPA 01 dengan cara membuat perencanaaan yang
baik.

Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Sampit.
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LAMPIRAN




Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT
Nomor : W16-A3/141/0T.01.2/1/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SAMPIT TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 dan untuk keperluan tersebut
diatas, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019;

¢. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu
dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tersebut.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9
M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

9. Surat.  Sekretaris Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor :
1604/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal 15 November 2019 Hal Penyampaian Dokumen
SAKIP.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT NOMOR:
W16-A3/141/0T.01.2/1/2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA
SAMPIT TAHUN 2019.

Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019.

Agar melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab.



Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
.. Padatanggal # : 02 Januari 2020
/ﬁ’“’%l(etua Pe adllan Agama Sampit,

.4‘\,?

Norhadl S.H.I, M.H.
NIP 19770402. 200502 1.002
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI., di Jakarta :
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI., Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ;



LAMPIRAN :

Nomor
Tanggal
Tentang

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampit
W16-A3/141/0T.01.2/1/2020

02 Januari 2020

Penunjukan Tim Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlIP)
Pengadilan Agama Sampit Tahun 2019.

No NAMA/NIP JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
1. | Norhadi, S.H.I., M.H. Ketua Pengadilan Agama Sampit | Pengarah
NIP. 1770402.200502.1.002
2. | Frislyasi, S.H.I. Panitera Koordinator  Pelaksana /
NIP. 19701205.199401.2. 001 Penanggung jawab Bagian
Kepaniteraan
3. | Isnaniyah, S. Ag. Sekretaris Koordinator Pelaksana /
NIP. 19751020. 200012. 2.001 Penanggung jawab Bagian
Kesekretariatan
4. | Umi Watini, A.Md. Kepala Sub Bagian Perencanaan, | Sekretaris
NIP. 19870101.200912.2.005 TI dan Pelaporan
5. | H. Pahruddin, S.Ag. Panitera Muda Gugatan Anggota
NIP. 19681013.199303.1. 003
6. | Dwi Purwatiningsih, S.H. Panitera Muda Hukum Anggota
NIP. 19790703.200312.2.008
7. | Husaini, S.H.I. Panitera Penggabti/Plt. Panitera Anggota
NIP. 19720224.200604.1.005 Muda Permohonan
8. | Anita Rahma Diyani, S.HI. Kepala Sub Bagian Umum dan Anggota
NIP. 19841013.200904.2.009 Keuangan
9. | Raudah, SH. Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Anggota

NIP. 19830421.200904.2.007

dan Organisasi Tata Laksana
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